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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagai negara yang berkembang, Indonesia akan melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sepanjang tahun 2016 telah membangun infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman. Realisasi akhir keuangan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016 adalah 91,32% dari pagu efektif sebesar Rp 91,21 triliun. 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 masih menjadi salah satu tumpuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,4% dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Pada tahun 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp 387 triliun di mana Kementerian PUPR diberikan amanah untuk mengelola anggaran dengan porsi terbesar, yaitu Rp 101,4 triliun.[footnoteRef:1] [1: Eduardo Simorangkir, “Pembangunan Infrastruktur Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi  RI Tahun 2016”, https//finance.detik.com, diakses 1 Maret 2018.] 

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan tanah. Negara melalui hak menguasai negara sebagai dasar falsafah tanah, diberi kewenangan untuk melakukan pengambilan tanah untuk pembangunan. Sebagaimana dikemukakan bahwa Bangsa Indonesia berfalsafah bahwa tanah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dibagi secara adil dan merata.[footnoteRef:2] Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Jo Pasal 2 Ayat (1) UUPA secara konstitusional telah memberikan landasan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[footnoteRef:3]Secara das sollen pengaturan hak penguasaan atas tanah sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (1) UUPA. Hak   menguasai  [2: Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 (Jakartra: Universitas Trisakti, 2002), hlm. 4.]  [3: Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 2.] 

negara menjadi hal yang sangat penting dalam hubungannya dalam kehidupan bernegara dan dalam percepatan pembangunan terutama dalam bidang pertanahan.  Tetapi secara das sein implementasi hak menguasai negara atas tanah tidak selalu sesuai dengan cita-cita kemakmuran, kesejahteraan dan bahkan keadilan. Hak menguasai negara, yaitu praktek ambil alih terhadap tanah milik masyarakat atas nama kepentingan umum dan atau pengutamaan hak menguasai negara sering terjadi dan bahkan merupakan faktor pemicu konflik pertanahan. Sehingga menimbulkan permasalahan.[footnoteRef:4] [4: Sumral Buru Manoe, “Konstruksi Hak Menguasai Negara Dalam Tata Laksana Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Semarang” Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 (Mei – Agustus 2014), hlm. 226.] 

Permasalahannya pada peraturan hukum barat Pasal 1 Agrarische Besluit terdapat domein negara ini memberi kewenangan yang luas kepada negara sebagai pemilik untuk memanfaatkan berdasar kepentingannya.  Dalam domein negara adalah sebagai pemilik. Meskipun sudah merdeka dan sudah ada undang-undang nasional yang mengganti domein negara, pemilikan tanah belum berubah, seakan negara sebagai pemilik.
Permasalahan tentang hak menguasai dari negara setidaknya telah menjadi wacana perbincangan setidaknya hampir tiga dasawarsa terakhir jika dihitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Persisnya muncul sekitar Tahun 1979 ketika masalah atau kasus pertanahan marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana fakta ini dikonstatasi oleh Maria SW. Soemardjono.[footnoteRef:5] [5: Maria SW. Sumardjono, Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Cetakan Pertama Edisi Revisi (Yogyakarta: Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm.  ix-x. ] 

Permasalahan lainnya, kepentingan yang mengemuka dari pejabat negara atau kelompoknya untuk menyimpang dari amanat rakyat. Fakta-fakta sosial-ekonomi yang melatarbelakangi atau mempengaruhi mengapa penyimpangan itu terjadi salah satunya karena ideology neo-kapitalisme yang terjadi pada awal tahun 1970an setidaknya mempengaruhi dua produk peraturan perundang-undangan penting di bidang investasi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berpijak dari pengaruh ideology neo·kapitalisme sangat kuat pengaruh sampai kini terhadap produk peraturan perundangan yang dapat dibuktikan dari konsideran peraturan perundangan tersebut dengan istilah demi atau untuk kepentingan pembangunan, sehingga dalam banyak kasus membawa implikasi kepentingan rakyat harus dikorbankan.[footnoteRef:6] [6: Imam Koeswahyono, “Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 1 (Januari-Maret 2008), hlm. 6.] 

Permasalahan yang terjadi dapat dilihat dalam Pengadaan Tanah Bagi Untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Daerah pada proyek Pelebaran Jalan Martadinata, Paal Dua, Kota Manado tidak terlepas dengan persoalan tentang dalam pembangunan. Tanah merupakan hak penguasaan yang berisikan serangkaian wewenang. Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks tersebut adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah, yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.
Pengambilan tanah oleh Negara bermula ketika terjadi pergeseran makna hak menguasai Negara dari penguasaan serba publik ke penguasaan serba privat. Kondisi yang demikian telah berlangsung dalam 5 (lima) dekade terakhir. Eksesnya bagi hak menguasai Negara atas tanah adalah pereduksian hak menguasai Negara sekedar masalah tatakelola (beheersdaad) dan pengaturan (regelendaad) semata. Penguasaan negara terhadap tanah yang azasinya sebagai penguasaan terhadap barang publik (public goods) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat direduksi dengan cara mengindentikkannya dengan kepentingan nasional atau kepentingan umum yang multi interpretatif. Konsep asasi penguasaan Negara terhadap barang publik (public goods) sebagai manisfestasi falsafah republika, dalam banyak kasus diinterpretasikan secara monolitik sesuai selera penguasa.[footnoteRef:7] [7: Sumral Buru Manoe, op. cit., 229.
] 

Dengan menggunakan hak menguasai Negara sebagai legitimasi, pemerintah justru menepikan dan menegasikan hak-hak rakyat atas tanah. Dikeluarkannya berbagai produk perundang-undangan sektoral tentang pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan sumber daya air, menunjukkan pergeseran pemaknaan hak menguasai Negara. Terlalu banyak contoh yang bisa disebut, tetapi pengambilalihan hak atas tanah (dengan dalih) untuk kepentingan umum yang seringkali menimbulkan konflik dan pemberian Hak Guna Usaha 95 tahun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  kemarin, adalah bukti yang tak tersangkal.
Ketidaksesuaian konsep hak menguasai dari Negara atas sumber daya agraria khususnya yang sempat menguat pada tahun 1997/1998 sampai keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor lX/MPRI/200I tentang Pembaruan Agraria dan Pengeolaan Sumber Daya Alam justru mengalami anti klimaks menurun tensinya. Tentunya, harus dipertanyakan mengapa wacana perdebatan hak menguasai Negara semakin mengendur dan ironisnya pemerintah sarna sekali tidak mengambil keputusan untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR tersebut.[footnoteRef:8] [8: Imam Koeswahyono, op. cit,. hlm. 65.] 

Berdasarkan data tersebut, ternyata hak menguasai dari negara atas tanah dianggap sebagai hak memiliki atas tanah rakyat, sehingga dalam pengambil alihan hak atas tanah merupakan kewenangan mutlak tanpa memperhatikan kemakmuran rakyat sebagai diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai negara atas tanah telah dimaknai secara keliru oleh pemerintah, menjadi hak memiliki atas tanah.
Hak menguasai negara atas tanah merupakan objek yang akan diteliti karena terdapat permasalahan yakni pertama tentang makna hak menguasai negara dalam hukum tanah, dan kedua tentang kewenangan negara atas tanah dalam pengambilan tanah oleh Negara berdasarkan hak menguasai negara. Permasalahan hak menguasai negara atas tanah diteliti untuk memberikan makna hak menguasai negara atas tanah yang selama ini diartikan sebagai hak memiliki. Permasalahan hak menguasai negara diteliti karena hak menguasai negara atas tanah memberikan kewenangan yang terlalu luas, sehingga tidak memberikan batasan hak menguasai. Negara  dalam hal ini sebagai badan penguasa yang pada tingkatan tertinggi berwenang mengatur pemanfaatan tanah dalam arti luas serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah. Sebagai penerima kuasa, maka negara harus mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sebagai pemberi kuasa.
Solusi untuk pemecahan permasalahan hak menguasai negara dalam identifikasi akan menggunakan teori, konsep, asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu teori pengambilan tanah,  dan hak menguasai negara, yang dimulai dari dasar hukum, asas-asas, sampai dengan pengertian-pengertian sampai mendalam.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis membuat judul penelitian: “Pengambilan Hak Atas Tanah Oleh Negara Berdasarkan Hak Menguasai Negara”.

B. Identifikasi Masalah
1. Apakah makna hak menguasai Negara dalam hukum tanah nasional?
2. Apakah kewenangan Negara dalam pengambilan hak atas  tanah oleh Negara berdasarkan hak menguasai Negara?

C. Tujuan Penelitian
1.	Ingin mengetahui makna hak menguasai Negara dalam hukum tanah nasional..
2.	Ingin mengetahui kewenangan Negara dalam pengambilan hak atas tanah oleh Negara berdasarkan hak menguasai Negara.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hukum tanah, pengambilan tanah oleh Negara dan hak menguasai Negara.
2. Kegunaan Praktis
0. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah (Kantor Pertanahan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) dalam rangka penyempurnaan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum tanah, pengambilan tanah oleh Negara dan hak menguasai Negara;
0. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi anggota DPR, Komnas HAM, dan LSM dalam menampung aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan cara pengambilan tanah oleh Negara;
0. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam rangka membuat peraturan yang berhubungan dengan hukum tanah, pengambilan tanah oleh negara dan hak menguasai negara; dan
0. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hukum tanah, pengambilan tanah oleh negara dan hak menguasai negara.

E. Kerangka Pemikiran  
Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan dasar/kaidah hukum dan pendapat-pendapat dari beberapa para ahli yang benar-benar terkait erat dengan permasalahan penelitian yang akan dituangkan dalam kerangka pemikiran. 
Menurut Neumen, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.[footnoteRef:9] Menurut Wiliam Wiersma, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik.[footnoteRef:10]Menurutnya  Bahri, konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.[footnoteRef:11] [9: Neumen dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D (Bandung : Alfa Beta, 2010), hlm. 52.]  [10: William Wiersma dalam,  ibid.,  hlm. 52]  [11: Bahri dalam Syaipul Bahri et al., Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 30.] 

Menurut Soedjadi, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.[footnoteRef:12] [12: Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 14.] 

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. [footnoteRef:13] [13: Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum :Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 2006), hlm. 42. ] 

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.[footnoteRef:14]Menurut Jimmly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran [footnoteRef:15] [14: Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance (Makasar: Kencana, 2007), hlm.14.]  [15: Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1. ] 

Menurut Uma Sekaran, mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman pemahaman yang lainnya sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk  proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.[footnoteRef:16] [16: Uma Sekaran dalam Sugiyono, op. cit.,  hlm. 60.] 

Teori yang relevan digunakan sebagai pisau analisis, yang dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yang dirumuskan di dalam identifikasi masalah. 
Identiifikasi masalah pertama akan penulis analisis dengan menggunakan teori hak menguasai Negara, untuk dapat menjawab makna hak menguasai negara dalam hukum tanah nasonal.
Menguasai atau penguasaan dapat diartikan dalam arti yuridis, adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. [footnoteRef:17] [17: Urip Santoso,  Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.  73-74.] 

Ada penguasaan yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, seseorang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri melainkan disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya, kreditor (bank) memegang jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan tanahnya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik  atas tanah ini dipakai dalam aspek privat, sedangkan penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah  sebagaimana yang disebutkan dalam  Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.[footnoteRef:18] [18: Ibid.] 

Hierarkhi hak penguasaan atas tanah:
1.	Hak bangsa - Pasal 1 (1) dan 9 (1) UUPA, beraspek perdata dan publik;
2.	Hak mengusai dari negara-Pasal 2 Ayat (1) UUPA, semata-mata beraspek publik;
3.	Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik; dan
4.	Hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata:
-	Hak atas tanah, sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53;
-	Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan Pasal 49; dan
-	Hak Jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51.[footnoteRef:19] [19: Boedi Harsono, Hukum Edisi 1997…. op. cit., hlm. 22-23.] 

Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. misalnya hak milik wewenangnya tanpa batas, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai wewenangnya dibatasi oleh jangka waktu. Berbeda dengan hak menguasai dari Negara yang meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali.[footnoteRef:20] [20: Ibid., hlm 23.] 

Secara konstitusional bahwa hak penguasaan negara tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Pasal ini menjadi landasan berlakunya hak menguasai negara untuk menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Selain dalam pasal tersebut hak penguasaan Negara atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berkut:
(1).	Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat; dan
(2).  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) ini memberi wewenang untuk:
a.	Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
c.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Kedua pasal tersebut tersebut memberikan kepada negara sebuah hak bernama hak menguasai. Hak   menguasai   atau   kadang   disebut  hak  menguasai  Negara
 adalah satu-satunya hak kebendaan yang secara eksplisit diberikan oleh konstitusi kepada negara Indonesia.
Konsep hak menguasai negara diangkat dari hukum adat yaitu hak ulayat yang menggambarkan kehendak yang kuat dan berakar dari hukum asli Indonesia,[footnoteRef:21]  dianggap mencerminkan dominasi dari negara atas hak individual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.[footnoteRef:22] [21:  Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria  (Surabaya: Mahkota Kata, cetakan pertama, 2009), hlm. 66.]  [22: Ibid., hlm. 68.  ] 

Hak menguasai negara atas bumi, air, kekayaan alam, serta cabang-cabang produksi vital harus digunakan semata-mata untuk memakmurkan rakyat Indonesia.
Hak menguasai negara menurut UUPA, adalah hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. Konsep UUPA ini dipengaruhi oleh konsep hukum adat yang tidak mengakui hak milik individual yang absolut/mutlak atas tanah, dan hanya mengakui hak komunal atas tanah.[footnoteRef:23] [23: Maria SW Sumardjono, Kebiijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Jakarta: Buku Kompas, 2001),,  hlm. 10.] 

Menurut Boedi Harsono, hak menguasai dari Negara  diartikan sebagai sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia.[footnoteRef:24] [24: Boedi Harsono,  Hukum Edisi 1997…. op. cit., hlm. 268.] 

Sedangkan Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh Negara atau hak penguasaan Negara, sebagai berikut:
1. 	Penguasaan semacam pemilikan oleh Negara, artinya Negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
2.  Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; dan
3.  Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.[footnoteRef:25] [25: Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 12.] 

Perkembangan hak menguasai Negara yang diamanatkan oleh konstitusi dimulai dari zaman Hindia Belanda memiliki hak milik bersifat privat (domain) atas tanah. Tanah-tanah yang dimiliki secara privat oleh negara Hindia Belanda dikategorikan sebagai tanah Negara. Di tahun 1870-an, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengundangkan beberapa perundangan di bidang agraria (Agrarisch Besluit) yang mendeklarasikan kepemilikan negara atas tanah atau Domeinverklaring (Agrarisch Besluit S.1870-118), S.1875-119a, S.1874- 94f, S.1888-58). Dengan adanya Domeinverklaring tersebut, negara Hindia Belanda menjadi pemegang hak milik atas tanah-tanah yang tidak berada di bawah hak privat menurut hukum Belanda.[footnoteRef:26]  [26: Maria SW Sumardjono, Kebijakan….., op. cit., hlm. 60.] 

Setelah kemerdekaan, berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menghapus konsep domein atas tanah dan hanya memberikan kepada negara hak menguasai atas tanah. Akan tetapi sewaktu Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno, pemerintahannya memperluas peranan negara dari pemegang hak menguasai menjadi pemilik atas tanah-tanah yang tidak memiliki alat bukti hak.
Hak menguasai negara atas tanah telah dimaknai secara keliru oleh pemerintah, dan hak menguasai negara atas tanah semakin tereduksi di Indonesia, digantikan dengan hak privat individual atas tanah karena pemerintah lalai dalam menjalankan hak pengelolaannya atas tanah negara.
Setelah era reformasi, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi, reformasi masih menggunakan penafsiran yang sama dengan pemerintahan sebelumnya tentang hak negara atas tanah. Pemerintahan reformasi dalam prakteknya masih menafsirkan negara sebagai pemilik atas tanah. 
Perkembangan terakhir adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dari yaitu putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan atas perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan putusan atas perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa konsep hak menguasai negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menguasai dan menggunakan bumi, air dan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran negara.[footnoteRef:27] [27: Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Menguasai Negara, Atas Tanah”,  Jurnal  media Hukum Vol. 20 No. 2 (Desember 2013), hlm. 272.] 

	Ada batasan-batasan penting yang harus diingat oleh Negara di dalam menggunaan hak menguasi dari Negara tersebut, Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal:
“1. 	Pembatasan oleh UUD 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Peraturan yang biasa terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut; dan
1. Pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan.”[footnoteRef:28] [28: AP. Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 40.] 


Menurut pendapat penulis hak menguasai negara atas tanah berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi perolehan dan penggunaan tanah. Timbulnya hak menguasai negara berasal dari perwujudan hak dan kewajiban atas tanah dalam konteks kehidupan bernegara didasarkan atas prinsip pola hubungan manusia dengan tanah yang berisi hak dan kewajiban manusia terhadap dirinya dan masyarakatnya secara seimbang.
Salah satu asas dalam hukum tanah yaitu asas dikuasai Negara dan asas fungsi sosial. Asas dikuasai Negara terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA, dalam pasal tersebut telah memberikan sikap bahwa untuk mencapai tujuan dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tidaklah pada tempatnya bahwa Bangsa Indonesia  ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari UUPA tersebut sehingga Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa sehingga  tepatlah sikap tersebut bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai Negara.[footnoteRef:29] Dalam asas tersebut Negara diberi kewenangan  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut telah disebutkan di atas. [29: AP.Parlindungan, Komentar Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 43. ] 

Asas fungsi sosial terdapat dalam Pasal 6 UUPA.  Pasal tersebut merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa seseorang tidak boleh semata-mata mempergunakan untuk pribadinya pemakaian atau tidak dipakainya tanah yang mengakibatkan merugokan masyarakat. Demikian pula seseorang pemilik tanah tidak dapat dibenarkan, bilamana ia tidak mengerjakan tanahnya apalagi dalam masa serba kekurangan bahan makanan, maka fungsi tanah penting sekali untuk dapat menghasilkan bahan makanan.[footnoteRef:30] [30: Ibid, hlm. 66.] 

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya penggunaan hak atas tanah harus selalu memperhatikan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Hal ini yang dianut oleh paham kolektivisme. Sebaliknya yang menganut paham individualistik menyatakan bahwa hak milik bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, seperti hak barat yaitu hak eigendom.[footnoteRef:31] [31: Eddy Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan BPN (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 2.] 

Identifikasi masalah kedua akan penulis analisis dengan menggunakan teori pengambilan tanah oleh Negara dan kemakmuran rakyat, untuk dapat menjawab kewenangan Negara dalam pengambilan tanah oleh negara berdasarkan hak menguasai negara atas tanah.
Dalam teori pengambilan tanah oleh Negara, bahwa pengambilan tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama cara pembebasan hak atas tanah/pengadaan hak atas tanah dan kedua cara pencabutan hak atas tanah (onteigening).[footnoteRef:32] Cara pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh Negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum.[footnoteRef:33] [32: Abdurrahman, Masalah ..., op. cit., hlm. 10.]  [33: Boedi Harsono, Hukum Edisi 2007…., op. cit., hlm. 10.] 

	Pencabutan hak atas tanah merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah yang sangat diperlukan untuk kepentingan umum, setelah berbagai cara lain melalui musyawarah dengan pemilik tanah tidak dapat dilakukan. Tindakan pencabutan hak atas tanah ini baru satu kali dilakukan, yaitu terhadap tanah-tanah di Komplek Yen Pin Jakarta, yang terletak di Kecamatan Taman Sari Jakarta, dengan Keppres Nomor 2 Tahun 1970, tanggal 6 Januari 1970.[footnoteRef:34] [34: Ibid., hlm. 17.] 

Konsep pengambilan tanah oleh negara dalam undang-undang pertanahan Indonesia, negara sebagai penguasa memutuskan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanahnya, melalui prosedur peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan pemilik tanah tidak berhak lagi atas tanahnya.
Dalam praktik, istilah pencabutan hak atas tanah dan pembebasan tanah atau   pengadaan   tanah, sering  dicampuradukan  satu  dengan  yang  lain.    Pada 
dasarnya, kedua istilah tersebut mempunyai banyak perbedaan, baik mengenai dasar hukum maupun mengenai tata caranya.[footnoteRef:35] [35: Ibid., hlm. 10.] 

Pembebasan tanah dilakukan dengan tujuan, yaitu apabila pemerintah atau badan swasta yang bekerja untuk kepentingan pemerintah membutuhkan tanah dari rakyat, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat atau milik persekutuan adat, guna kepentingan umum.[footnoteRef:36] [36: Bachsan Mustafa,  Hukum Agraria Dalam Perspektif  (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 64.] 

Dalam teori pengadaan tanah dikenal adanya dua cara pengadaan tanah, yaitu:
1. Pengadaan tanah secara sukarela (voluntary acquisition of land); dan
2. Pengadaan tanah secara wajib (compulsory acquisition of land).[footnoteRef:37] [37: Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 1. ] 


Di Indonesia, pengadaan tanah secara sukarela disebut pembebasan tanah atau pengadaan tanah, sedangkan pengadaan tanah secara wajib disebut dengan pencabutan hak atas tanah.[footnoteRef:38] [38: Ibid., hlm. 2.] 

Menurut Boedi Harsono, cara mana yang akan digunakan tergantung pada hal-hal berikut:
1. Status (hukum) tanah yang diperlukan;
2. Status hukum pihak yang memerlukan tanah;
3. Peruntukan tanah yang diperlukan; dan
4. Ada atau tidak adanya kesediaan pemilik tanah untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan.[footnoteRef:39] [39: Boedi Harsono,  Hukum Edisi 1990.... op. cit.,  hlm. 4-7. ] 


	Berdasarkan kriteria di atas, maka cara pengadaan tanah dapat disusun dalam suatu sistem sebagai berikut:
1. Jika tanah yang tersedia/diperlukan berstatus tanah negara, maka cara yang harus digunakan adalah cara permohonan dan pemberian hak atas tanah;
2. Jika tanah yang tersedia berstatus tanah ulayat, maka caranya adalah meminta kesediaan penguasa masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk melepaskan hak ulayatnya, dengan pemberian ganti kerugian atas tanaman yang tumbuh di atasnya. Tanah tersebut kemudian dimohonkan hak atas tanah sesuai dengan status pihak yang akan menggunakannya melalui cara permohonan atau pemberian hak tersebut di atas; dan
3. Jika tanah yang dimohon berstatus tanah hak, maka cara yang digunakan tergantung pada ada atau tidak adanya kesediaan pemilik tanah untuk menyerahkan kepada yang memerlukan, dengan ketentuan:
a. Jika ada kesediaan untuk menyerahkan dengan sukarela, maka ditempuh cara pemindahan hak, melalui jual beli, tukar menukar, atau hibah yaitu jika yang memerlukan memenuhi syarat sebagai subjek hak tanah yang dipindahkan itu. Cara	pe.mbebasan hak diikuti dengan permohonan hak baru yang sesuai, yaitu jika pihak yang memerlukan tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak yang semula menentukan status tanah tersebut; dan
b. Jika yang mempunyai tanah bersedia untuk menyerahkan dengan sukarela, apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka dapat ditempuh cara pencabutan hak atas tanah, sebagai cara pengambilan tanah secara paksa.[footnoteRef:40] [40: Ibid.] 


Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan adalah:
1. Harus memenuhi syarat-syarat tata ruang dan tata guna tanah;
2. Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap kelestarian alam dan lingkungan; dan
3. Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat dan kepentingan pembangunan.[footnoteRef:41] [41: I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 12.] 

	Penggunaan ruang (darat, laut, dan udara) sering tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung alam atau bahkan melampauinya.[footnoteRef:42] Sehingga perlu ada penataan ruang dan penatagunaan tanah. Dasar-dasar penatagunaan tanah adalah: [42: Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 134.] 

1. Kewenangan untuk mengatur persediaan, peruntukkan, dan penggunaan tanah, serta pemeliharaannya ada pada negara;
2. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu;
3. Kewenangan pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanah tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa hak atas tanah berfungsi sosial;
4. Perlunya perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah dalam proses penatagunaan tanah;
5. Penatagunaan tanah tidak dapat dipisahkan dari pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah;
6. Penatagunaan tanah, di samping sebagai subsistem penatagunaan ruang, juga merupakan subsistem dari sistem pembangunan;
7. Karena sifatnya multidimensi dan multisektor, maka penatagunaan tanah dalam praktiknya harus diselenggarakan secara koordinatif;
8. Penatagunaan tanah harus mampu menyediakan tanah bagi semua kegiatan pembangunan yang sifatnya dinamis, karena itu penatagunaan tanah bersifat dinamis dan sibernetik; dan
9. Penyelenggaraan penatagunaan tanah merupakan tugas pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi (medebewind).[footnoteRef:43] [43: Ibid., hlm. 118.] 


	Dalam pengadaan tanah, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan umum. Berbicara tentang kepentingan umum tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang kepentingan individu. Kedua kepentingan tersebut harus seimbang, yang merupakan konsep fungsi sosial dari hak atas tanah.[footnoteRef:44] Krannenburg menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengadakan batas-batas yang tegas antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan, dan dua perkataan itu adalah pernyataan yang agak kabur.[footnoteRef:45] [44: Boedi Harsono,  Hukum Edisi 1997…. op. cit., hlm. 296.]  [45: Krannenburg dalam Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hlm. 9.] 

Menurut peneliti, dalam pengambilan hak atas tanah oleh negara harus lebih mengutamakan memperhatikan masyarakat yang terkena pengambilan tanah, karena masyarakat sudah mau mengorbankan tanahnya, sehingga harus seimbang antara tanah yang diberikan secara timbal balik, dengan memperhatikan faktor kemanusiaan.
Dalam pengadaan tanah dikenal prinsip-prinsip/asas-asas yang mendasari pengadaan tanah oleh pemerintah, yaitu:
1. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi;
1. Kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan pribadi);
1. penguasa dan negara dengan alasan yang layak/memadai, dapat mengambilalih kepentingan pribadi; dan
1. hukum mewajibkan seseorang untuk mendahulukan kepentingan negara daripada keselamatan pribadinya.[footnoteRef:46] [46: Om Prakash Aggarwala dalam Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, op. cit., hlm. 1.] 

Tanah menurut Boedi Harsono, adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia jua yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.[footnoteRef:47] Sedangkan hukum tanah menurut Efendi Perangin, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga hukum dan hubungan-hubungan yang konkrit [footnoteRef:48] [47: Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1,  Hukum Tanah Nasional  (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 18.]  [48: Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 195.] 

Sebagaimana dikemukakan di atas dalam identifikasi kedua ini juga akan penulis analisis dengan menggunakan teori kemakmuran rakyat.
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.[footnoteRef:49] Konsep kesejahteraan menurut Nasikun, dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: [49: Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 32.] 

1.	Rasa Aman;
2.	Kesejahteraan;
3.	Kebebasan; dan
4.	Jati diri.[footnoteRef:50] [50: Nasikun,  Sistem Sosial Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 40.] 

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, idealnya Negara kita menganut Negara kesejahteraan, yang menekankan pada tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Begitu juga dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3). Pasal tersebut berkaitan dengan kekayaan alam sudah sangat jelas tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia, goal yang akan dicapai adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Konsep Negara kesejahteraan, selain mengharuskan setiap tindakan Negara berdasarkan hukum, juga Negara diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahteraan masyarakat. Ciri-ciri Negara kesejahteraan adalah sebagai beikut:
1. Dalam Negara kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;
2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif; dan
3. Hak milik tidak bersifat mutlak;
Esping Andersen, berpendapat sebagaimana dikutip oleh Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahgijo, bahwa secara umum, suatu Negara dapat digolongkan sebagai Negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, yaitu:
1. Social citizenship;
2. Full democracy;
3. Modern industrial relation system; and
4. Right to education and expension of modern mass aducation system.
Keempat pilar ini dimungkinkan dalam Negara kesejahteraan, karena Negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugrahan hak-hak sosial (the granting of social rights) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan, seperti layaknya hak atas property tidak dapat dilanggar (inviolable) serta diberikan berdasarkan basis kewarganegaraan (citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.[footnoteRef:51] [51: Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahgijo, Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan,  Prakarsa, 2006), hlm. 9.] 

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahgijo, memberikan ruang lingkup Negara kesejahteraan, yaitu ukan hanya suatu mekanisme untuk melakukan intervensi terhadap atau mengoreksi, struktur ketidaksetaraan yang ada, namun merupakan satu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial.[footnoteRef:52] [52: Ibid., ] 

Sunaryati Hartono, menegaskan bahwa Negara kesejahteraan adalah Negara hukum dalam arti materil, yaitu Negara hukum yang dapat membawa keadilan sesuai dan berdasar nilai-nilai Pancasila.[footnoteRef:53] [53: Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law Itu? (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 103.] 

	Berdasarkan teori kemakmuran rakyat tersebut bahwa kewenangan Negara dalam pengambilan hak atas tanah oleh Negara berdasarkan hak menguasai harus untuk kesejahteraan masyarakat.
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